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ABSTRAK 

 

 

Desa Wisata Plunturan merupakan wilayah yang berada di Kecamatan 

Pulung, Kabupaten Ponorogo, dimana masih kental akan kebudayaan khas daerah 

Ponorogo serta dalam tahap mengembangkan ekonomi kreatif. Desa Wisata 

Plunturan mempunyai daya tarik ekonomi kreatif khususnya seni pertunjukan dan 

kriya, selain itu sudah ditetapkan sebagai Sesepuh Reog oleh Kementrian 

Pendidikan dan Budaya Original oleh KEMENPAREKRAF. Adanya 

pengembangan ekonomi kreatif maka tidak terlepas akan dari Peran Pemerintah 

Daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

(Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo 

Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam 

hal ini, peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dinilai masih belum optimal, 

maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran 

Disbudparpora Kabupaten Ponorogo sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator 

dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa 

Wisata Plunturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan menghasilkan 

rekomendasi berupa peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo yang harus 

dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa 

Wisata Plunturan. 

 

Kata Kunci: Desa Wisata Plunturan, Peran Pemerintah Daerah, Ekonomi Kreatif, 

Fasilitator, Regulator, Katalisator 
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ABSTRACT 

 

 

Plunturan Tourism Village is an area located in Pulung District, Ponorogo 

Regency, which is still thick with the typical culture of the Ponorogo region and is 

in the stage of developing the creative economy. Plunturan Tourism Village has a 

creative economic attraction, especially performing arts and crafts, besides that it 

has been designated as an Elder of Reog by the Ministry of Education and Original 

Culture by the Ministry of Tourism and Creative Economy. If there is a 

development of the creative economy, it will be included from role of the Regional 

Government through the Ministry of Culture, Tourism, Youth and Sports 

(Disbudparpora) of Ponorogo Regency in accordance with the Regulations of the 

Ponorogy Government No. 138 of 2019 on Positioning, Organization Setting, Task 

Representation, Functions and Working Rules of the Ministries of Cultural, Tourist 

and Sports. In this case, the role of Disbudparpora Ponorogo Regency is considered 

still not optimal, so the purpose of this study is to find out and examine the extent 

of the role of Disbudparpora Ponorogo Regency as a Facilitator, Regulator, Catalyst 

in the development of the creative economy sector of performing arts and crafts in 

Plunturan Tourism Village. This research uses a descriptive method with a 

qualitative approach. Data collection techniques used by researchers are 

observation, interviews and documentation. This research will produce 

recommendations in the form of the role of Disbudparpora Ponorogo Regency 

which must be carried out in the development of the creative economy of 

performing arts and crafts in Plunturan Tourism Village. 

 

Keywords: Plunturan Tourism Village, Role of Local Government, Creative 

Economy, Facilitator, Regulator, Catalyst 
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ABSTRAK 

Desa Wisata Plunturan merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo yang mempunyai daya tarik ekonomi kreatif yaitu seni 

pertunjukan dan kriya, serta sudah ditetapkan sebagai Sesepuh Reog oleh 

Kementrian Pendidikan dan Budaya Original oleh KEMENPAREKRAF. Adanya 

pengembangan ekonomi kreatif maka tidak terlepas akan dari Peran Pemerintah 

Daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

(Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo 

Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

Dalam hal ini, peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dinilai masih belum 

optimal, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji sejauh 

mana peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo sebagai Fasilitator, Regulator, 

Katalisator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya 

di Desa Wisata Plunturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan menghasilkan 

rekomendasi berupa peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo yang harus 

dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa 

Wisata Plunturan. 

Kata Kunci: Desa Wisata Plunturan, Peran Pemerintah Daerah, Ekonomi Kreatif, 

Fasilitator, Regulator, Katalisator 

 

ABSTRACT 

Plunturan Tourism Village is an area located in Pulung District, Ponorogo Regency 

which has a creative economic attraction, namely performing arts and crafts, and 

has been designated as a Reog Elder by the Ministry of Education and Original 

Culture by the Ministry of Tourism and Creative Economy. The development of the 

creative economy is inseparable from the role of the Regional Government through 

the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports (Disbudparpora) of Ponorogo 

Regency in accordance with the Ponorogo Regent Regulation Number 138 of 2019 

mailto:savirayua@gmail.com


 

 

 
 

concerning the Position, Organizational Structure, Job Description, Functions and 

Work Procedures of the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports. In this case, 

the role of Disbudparpora of Ponorogo Regency is considered still not optimal, so 

the purpose of this study is to find out and examine the extent of the role of 

Disbudparpora of Ponorogo Regency as a Facilitator, Regulator, Catalyst in the 

development of the creative economy sector of performing arts and crafts in 

Plunturan Tourism Village. This research uses a descriptive method with a 

qualitative approach. Data collection techniques used by researchers are 

observation, interviews and documentation. This research will produce 

recommendations in the form of the role of Disbudparpora of Ponorogo Regency 

which must be carried out in the development of the creative economy of performing 

arts and crafts in Plunturan Tourism Village 

Keywords: Plunturan Tourism Village, Role of Local Government, Creative 

Economy, Facilitator, Regulator, Catalyst 

 

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi 

kreatif khususnya pada seni pertunjukan dan 

kriya di Indonesia didukung oleh industri 

setiap daerahnya, salah satunya adalah 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sesuai 

dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo yang 

mempunyai tujuan untuk pengembangan 

pariwisata berbasis potensi daerah dan 

ekonomi kreatif dengan strategi 

mengembangkan ekonomi berbasis 

kreativitas. Selain itu, Kabupaten Ponorogo 

mendapat pengakuan dari dua kementrian 

sekaligus yaitu Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif mengukuhkan Ponorogo 

sebagai Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif 

dengan menerbitkan Surat Keputusan 

Nomor: SK/84/DI.01.00/MK/2022 serta 

dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi melalui Anugerah 

Kebudayaan Indonesia 2022 kepada 

Kabupaten Ponorogo. Sektor ekonomi 

kreatif yang menjadi unggulan di 

Kabupaten Ponorogo yaitu Sub Sektor Seni 

Pertunjukan, dengan penyokong lainnya 

yaitu Kriya dan Kuliner. 

(https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sah-

ponorogo-kota-budaya). 

Potensi ekonomi kreatif di 

Kabupaten Ponorogo tersebar di berbagai 

desa contohnya pada Desa Wisata Plunturan 

yang berada di Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah 

yang masih berkesinambungan dalam 

melestarikan kebudayaan khas daerah 

Ponorogo yaitu kesenian Reyog, Tledhekan, 

Gajah-gajahan, Cokek’an, Karawitan, 

Bumbung Suloyo. Desa Wisata Plunturan 

juga memproduksi berbagai kerajinan kriya 

diantaranya peralatan Reyog, tas anyaman 

dan kerajinan bambu. Desa Wisata 

Plunturan masuk kedalam sistem informasi 

(platform) JADESTA (Jejaring Desa 

Wisata) masuk ke dalam desa wisata 

rintisan yang dikelola oleh Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

ditunjuk sebagai salah satu desa dengan 

budaya original oleh Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif dalam program 

“Indonesiana”. Selain itu, Kementrian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi telah menetapkan seorang 

sebagai Maestro dan Sesepuh Reog di Desa 

Wisata Plunturan, serta Dahlan Iskan 

memberikan piagam sebagai Pengawal dan 

Pelestari Reog. Untuk menjaga kepercayaan 

tersebut, peran Pemerintah Daerah 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sah-ponorogo-kota-budaya
https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sah-ponorogo-kota-budaya


 

 

 
 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga, sangat diperlukan. Adapun upaya 

yang sudah dilakukan dalam pengembangan 

ekonomi kreatif di Desa Wisata Plunturan 

yaitu masuk kedalam kalender wisata serta 

agenda rutin festival budaya. Meskipun 

demikian, peran pemerintah melalui Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Ponorogo 

(Disbudparpora) di Desa Wisata Plunturan 

dinilai masih belum optimal. 

Berdasarkan hasil survey, dukungan 

dari Disbudparpora Kabupaten Ponorogo 

yang dilihat dari 3 peran diantaranya 

sebagai Fasilitator, Regulator, dan 

Katalisator masih minim. Dimana sebagai 

Fasilitator, belum memfasilitasi sarana dan 

prasarana hingga tidak adanya pembinaan 

yang dilaksanakan terkait ekonomi kreatif, 

belum terdapatnya pusat pertunjukan serta 

kesulitan permodalan dalam 

mengembangkan usaha ekonomi kreatif. 

Dari sisi Regulator, kebijakan akan 

ekonomi kreatif masih belum merata. 

Sementara pada sisi Katalisator, belum 

melibatkan dan kurang koordinasi dengan 

Pemerintah Desa. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian 

diatas Disbudparpora berperan penting 

dalam pengembangan sektor ekonomi 

kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa 

Wisata Plunturan. Maka dalam rangka lebih 

mengoptimalkan peran tersebut, penelitian 

ini diarahkan pada “Peran Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam 

Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif 

Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata 

Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten 

Ponorogo”. 

KAJIAN PUSTAKA 

Ekonomi Kreatif 

Dikutip dari Cetak Biru Ekonomi 

Kreatif 2025, ekonomi kreatif mencakup 

nilai tambah yang terdiri dari aspek 

ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 

Produk kreatif dihasilkan melalui gagasan-

gagasan inovatif yang berasal dari SDM 

yang kreatif, dan didasarkan dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, termasuk 

warisan budaya dan teknologi. Ekonomi 

kreatif mempunyai 16 subsektor, dimana 

didalamnya terdapat seni pertunjukan serta 

kriya. 

a. Seni Pertunjukan 

Bagus Susetyo (2007) 

mengemukakan bahwa dalam seni 

pertunjukan, terdapat sebuah 

ungkapan budaya dimana seni 

pertunjukan itu berkembang dan 

tumbuh sesuai dengan zaman serta 

digunakan untuk mengungkapkan 

nilai-nilai budaya serta 

mencerminkan norma-norma 

estetik-artistik.  

b. Kriya 

Menurut Bastomi (2003), seni 

kriya dapat dikategorikan 

berlandaskan makna yang 

terkandung dalam produknya. 

Kategori pertama adalah produk-

produk yang diciptakan sebagai 

lambang budaya seperti keris, 

pakaian adat, dan barang perabotan 

rumah tangga. Kategori kedua 

adalah barang-barang yang memiliki 

makna agama dan kepercayaan 

seperti topeng, patung, dan perahu 

yang dibuat dari bahan dengan nilai 

spiritual dan kualitas metafisik. 

Kategori ketiga adalah produk-

produk terapan yang memiliki nilai 

praktis yang digunakan secara 

universal dan dapat disesuaikan 

dengan keunikan tradisi setempat. 

Kategori terakhir adalah produk-

produk yang diciptakan dengan 

maksud ekonomi, seperti rotan, 

bambu untuk peralatan rumah 

tangga, perlengkapan interior, 

pakaian yang diproduksi untuk 

dijual. 

Desa Wisata 

Desa wisata yaitu cara untuk 

mengembangkan desa dengan 



 

 

 
 

mengoptimalkan sumber daya yang ada 

tanpa mengubah karakteristik aslinya. 

Konsep ini lebih menekankan pada 

pengembangan potensi desa dengan 

menggunakan elemen-elemen yang tersedia 

di desa sebagai ciri khas produk wisata 

dalam skala kecil. Dengan cara ini, Desa 

Wisata mampu menyediakan serangkaian 

aktivitas atau kegiatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan selama berwisata dari 

segi daya tarik dan fasilitas pendukung (A.J, 

Muljadi, 2012). 

Priasukmana & Mulyadin (2013) 

mengemukakan bahwa Desa Wisata 

merupakan kawasan pedesaan yang 

memberikan nuansa pedesaan otentik, 

terdiri dari sosial budaya, adat istiadat, 

kehidupan sehari-hari, arsitektur bangunan, 

dan tata ruang desa yang khas. 

Pemerintah Daerah 

Definisi pemerintah adalah suatu 

badan atau organisasi yang memegang 

kekuasaan untuk menjalankan negara 

sebagai lembaga politik dan berfungsi 

sebagai aparat atau alat negara yang dapat 

digunakan untuk menjalankan kekuasaan 

atau otoritas. Hal ini, pemerintah berwenang 

untuk menciptakan dan menegakkan hukum 

serta undang-undang di wilayah tertentu 

(Abdul Kadir, 2017). 

Pemerintah Daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Menurut Soekanto (2013) peran 

merupakan bentuk perilaku yang diinginkan 

dari seseorang dalam konteks hubungan 

sosial tertentu. Dalam kenyataannya, 

perilaku seseorang yang memainkan peran 

tersebut dapat dianggap sebagai 

serangkaian perilaku yang dipengaruhi oleh 

jabatan atau peran tertentu. Seperti halnya 

peran Pemerintah Daerah dalam 

pengembangan ekonomi kreatif yang dilihat 

dari 3 peran diantaranya, 

a. Fasilitator 

Menurut Diva (2009), pemerintah 

harus menyediakan fasilitas yang 

dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif 

termasuk pelatihan dan pembinaan, 

pemberian bantuan atau berupa subsidi 

barang maupun jasa, serta membantu 

dalam mendapatkan akses ke 

pembiayaan/permodalan. Pendapat lain 

mengemukakan bahwa sebagai 

fasilitator, pemerintah dapat bergerak 

dibidang pendampingan melalui 

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan 

keterampilan serta dibidang pendanaan 

atau permodalan melalui pemberian 

bantuan modal kepada para pelaku 

ekonomi kreatif (Anggreyni dkk, 2021) 

b. Regulator 

Sebagai regulator pemerintah 

membuat aturan atau program untuk 

ekonomi kreatif, memberikan acuan 

dasar yang selanjutnya dapat 

diterjemahkan oleh para pelaku 

ekonomi kreatif sebagai instrument 

untuk boleh dapat mengatur setiap 

kegiatan pelaksanaan ekonomi kreatif 

yang ada (Arif dan Adhawati, 2012). 

menurut Diva (2009) pemerintah 

mempunyai peran untuk menciptakan 

kebijakan yang memfasilitasi 

pertumbuhan usaha dalam ekonomi 

kreatif dengan mempermudah prosedur 

perizinan untuk usaha ekonomi kreatif, 

menetapkan suku bunga yang rendah, 

serta mengendalikan peraturan yang 

berkaitan dengan persaingan usaha. 

c. Katalisator 

Peran pemerintah selaku katalisator, 

ialah di mana pemerintah berperan 

selakuagen dalam akselarasi 



 

 

 
 

peningkatan daerah yang berpotensi 

yang akan menjadi bentuk sosial dalam 

pembangunan partisipasi (Riska 

Firdaus, 2020). Selain itu, menurut Arif 

dan Adhawati (2012), pemerintah 

sebagai katalisator, maka pemerintah 

berposisi sebagai agen yang 

mempercepat pengembangan potensi 

yang dimiliki desa. Dimana hal ini 

berkaitan dengan pemerintah dalam 

melihat dan mengkoordinir langsung 

faktor-faktor yang dapat mendorong 

laju perkembangan pembangunan. 

Dalam rangka mengoptimalkan peran 

pemerintah sebagai katalisator 

pemerintah juga perlu mendorong 

partisipasi pihak lain yang kompeten 

dalam pembangunan prasarana dan 

sarana pembangunan, seperti pihak 

swasta dan swadaya masyarakat. 

Pemerintah juga perlu mendorong 

terjadinya koordinasi dan kerjasama 

antara pemerintah dan masyarakat serta 

memperhatikan kesiapan pemerintah 

dalam menyediakan modal bagi para 

pelaku ekonomi kreatif. 

Dijelaskan lebih lanjut mengenai 

matriks komponen penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Seperti yang 

dijelaskan oleh Nazir (2013), penelitian 

deskriptif adalah prinsip dalam melakukan 

penelitian pada suatu objek, di mana 

tujuannya adalah untuk mendeskripsikan 

dengan sistematis, faktual, dan aktual 

mengenai sistem pemikiran, kondisi, 

peristiwa, atau status kelompok manusia 

pada masa sekarang. Metode ini bermaksud 

untuk membeberkan hubungan antara 

fenomena yang sedang diteliti. Menurut 

Lexy J Moleong (2016), maksud dari 

pendekatan kualitatif yaitu memahami 

fenomena yang dihadapi oleh subjek 

penelitian seperti persepsi, perilaku, 

motivasi, dan tindakan menyeluruh dengan 

metode deskriptif melalui penggunaan 

kata-kata dan bahasa, dalam situasi yang 

alami. Penelitian kualitatif menggunakan 

berbagai metode yang bersifat alamiah.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi aktual serta mengkaji 

dari peran Pemerintah Daerah melalui 

Disbudparpora dalam pengembangan 

sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan 

serta kriya di Desa Wisata Plunturan 

kemudian akan menghasilkan rekomendasi 

berupa peran yang harus dilakukan oleh 

Disbudparpora dalam pengembangan 

sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan 

kriya di Desa Wisata Plunturan. Partisipan 

pada penelitian ini diantaranya pihak-pihak 

yang berperan serta memiliki kaitan pada 

pengembangan sektor ekonomi kreatif seni 

pertunjukan dan kriya di Desa Wisata 

Plunturan diantaranya, Kepala Bidang 

Ekonomi Kreatif Disbudparpora 

Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Wisata 

Plunturan, Pokdarwis Desa Wisata 

Plunturan, Pelaku Seni Pertunjukan dan 

Kriya di Desa Wisata Plunturan. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Wisata Plunturan, 

Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi dengan analisis 

berupa pengkodingan (coding), yang 

terbagi atas tiga tahapan yaitu open coding, 

axial coding, dan selective coding. Proses 

pengkodingan tersebut harus dilaksanakan 

secara bertahap. Dalam penelitian ini, tiga 

tahap pengkodingan tersebut digunakan 

oleh peneliti untuk menganalisis data. 

Selain itu, peneliti menggunakan model 

interaktif sebagai teknik analisis data oleh 



 

 

 
 

Miles dan Huberman (1984) dimana 

menganalisis data dengan interaktif secara 

berulang-ulang sampai data menjadi jenuh. 

Adapun kegiatan dalam analisis terbagi ke 

dalam lima bagian diantaranya: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk Peran Disbudparpora 

Kabupaten Ponorogo dalam 

Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif 

Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata 

Plunturan yang dilihat dari tiga aspek yaitu 

sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator, 

maka peneliti akan membahas mengenai: 

1. Peran Disbudparpora dalam 

Pengembangan Sektor Ekonomi 

Kreatif Sub Sektor Seni 

Pertunjukan di Desa Wisata 

Plunturan 

a. Fasilitator 

Sebagai Fasilitator, Disbudparpora 

melaksanakan pemberian fasilitas 

untuk kegiatan pementasan seni 

pertunjukan di dalam daerah 

maupun ke luar daerah yang 

ditentukan berdasarkan hasil 

kesepakatan bersama. Jika terdapat 

agenda kegiatan pementasan, 

Disbudparpora memfasilitasi para 

tim kesenian secara bergantian 

untuk ikutserta dalam kegiatan yang 

diselenggarakan termasuk dalam 

hal sarana dan prasarana. Sesuai 

dengan peran Pemerintah sebagai 

Fasilitator yaitu menunjang 

kegiatan pembangunan bukan 

hanya befokus pada pemberian 

sarana, namun juga harus 

memperhatikan prasarana yang ada 

karena akan berpengaruh terhadap 

jalannya usaha ekonomi kreatif 

Anggreyni dkk, (2021). Tetapi 

dalam hal memfasilitasi melalui 

pembinaan, Disbudparpora belum 

melaksanakan kegiatan tersebut 

untuk desa melainkan 

Disbudparpora hanya mengajak, 

mempromosikan, menampilkan 

potensi yang dimiliki oleh Desa. 

 Dalam hal ini, Desa Wisata 

Plunturan masih belum menerima 

fasilitas sarana prasarana, 

pendanaan, maupun pembinaan dari 

Disbudparpora hanya saja pernah 

berkunjung ke Desa untuk 

kepentingan ceremonial sewaktu 

ada kegiatan. Namun untuk 

pembinaan, Desa Wisata Plunturan 

pernah mendapat pembinaan dari 

pihak lain yaitu Akademisi. 

Pembinaan yang dilakukan yaitu 

terkait Pengembangan Ekonomi 

Kreatif berbasis Budaya Lokal serta 

pembinaan UMKM.  

 Salah satu faktor yang 

mempengaruhi belum adanya 

bantuan permodalan, fasilitas, 

maupun pembinaan dari 

Disbudparpora untuk Desa Wisata 

Plunturan yaitu kurangnya jalinan 

komunikasi antar keduanya. 

Dimana Desa Wisata Plunturan 

sudah berupaya melalui rekanan 

untuk mengajukan lokasi 

pembinaan ke Disbudparpora, tetapi 

samapi saat ini masih belum bisa 

tersampaikan. Dalam hal ini, 

Disbudparpora memang belum 

menerima proposal atau pengajuan 

dari Desa ke Dinas terkait hal 

tersebut, maka koordinasi masih 

belum dapat tercapai. Maka dapat 

dikatakan Peran Disbudparpora 

sebagai Fasilitator dalam hal 

pengembangan seni pertunjukan 

belum optimal. 

b. Regulator 

Peran Disbudparpora sebagai 

Regulator yaitu membuat aturan 

untuk memberikan acuan dasar bagi 

para pelaku ekonomi kreatif. 

Menurut Riska Firdaus (2020) 

Regulator merupakan peran penting 



 

 

 
 

yang menjadi pedoman dalam 

menyeimbangkan pengelolaan 

pembangunan agar dapat berjalan 

efektif. Dalam hal ini, Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo menerbitkan 

peraturan yang membentuk Bidang 

Ekonomi Kreatif pada 

Disbudparpora, dimana bertugas 

untuk melaksanakan pengembangan 

ekonomi kreatif termasuk seni 

pertunjukan seperti halnya 

menyiapkan bahan promosi wisata 

dan ekonomi kreatif untuk event-

event regional, nasional, 

internasional. Dengan adanya 

peraturan yang dijalankan, maka 

akan mempermudah bagi pelaku 

seni pertunjukan.  

Upaya yang dilakukan 

Disbudparpora untuk mendorong 

produktivitas dan kualitas yaitu 

mengikutsertakan Desa Wisata 

Plunturan dalam pengadaan festival 

pementasan, hal ini termasuk 

kedalam tugas dari Disbudparpora 

untuk menyiapkan bahan promosi 

ekonomi kreatif. Disbudparpora 

melakukan publikasi dengan cara 

promosi melalui sosial media untuk 

potensi yang dimiliki Desa. Maka 

dari itu, seiring berjalannya waktu 

akan terjadi peningkatan 

produktivitas dan kualitas dari seni 

pertunjukan di Desa Wisata 

Plunturan. Hal ini juga disampaikan 

oleh Riska Firdaus (2020) bahwa 

peran Pemerintah sebagai Regulator 

mencangkup meningkatnya 

produktivitas dan kualitas dari usaha 

ekonomi kreatif. 

c. Katalisator 

Sebagai Katalisator, peran 

Disbudparpora yaitu menjalin 

koordinasi dengan semua pihak 

serta mendorong semangat para 

pelaku seni pertunjukan untuk lebih 

menjadi antusias. Diva (2009) 

mengemukakan bahwa peran 

Pemerintah pada Katalisator adalah 

mempercepat proses pertumbuhan 

dan perkembangan usaha ekonomi 

kreatif dengan cara pemberian 

penghargaan kepada pelaku usaha 

yang bergerak di bidang ekonomi 

kreatif. Langkah yang dilakukan 

Disbudparpora yaitu didalam 

kegiatan maupun perlombaan yang 

diadakan Disbudparpora akan 

diberikan sertifikat penghargaan, 

tetapi sejauh ini Desa Wisata 

Plunturan belum mendapatkannya. 

Di sisi lain, Desa Wisata 

Plunturan telah menerima 

penghargaan dari lembaga lain, 

bukan dari Disbudparpora. 

Penghargaan yang dicapai Desa 

Wisata Plunturan diantaranya, Desa 

ini menjadi Maestro Sesepuh Reyog 

dari Kementrian Pendidikan, Dahlan 

Iskan memberikan piagam sebagai 

Pelestari Reyog, Akademisi serta 

KEMENPAREKRAF menunjuk 

Desa Wisata Plunturan sebagai 

Budaya Original. 

Perihal koordinasi, 

Disbudparpora berusaha untuk 

mengoptimalkannya, hal ini 

dikarenakan hubungan antar 

keduanya masih minim. Sebenarnya 

koordinasi yang terjalin sudah ada 

tetapi belum maksimal. Desa Wisata 

Plunturan beranggapan bahwa 

Disbudparpora sudah mengetahui 

bahwa Desa Wisata Plunturan 

masuk sebagai Desa Wisata dengan 

Budaya Original namun hal tersebut 

masih belum dapat maksimal hanya 

sekedar tahu saja. Maka seperti yang 

disampaikan oleh (Arif dan 

Adhawati, 2012) bahwa Pemerintah 

juga perlu mendorong terjadinya 

koordinasi dan kerjasama antara 

pemerintah dan masyarakat masih 

belum terpenuhi. 

2. Peran Disbudparpora dalam 

Pengembangan Sektor Ekonomi 

Kreatif Sub Sektor Kriya di Desa 

Wisata Plunturan 



 

 

 
 

a. Fasilitator 

 Sebagai Fasilitator, 

Disbudparpora mengupayakan 

pemenuhan kebutuhan dan fasilitas 

para pelaku kriya seperti pelatihan 

dan membantu dalam hal 

permodalan. Sehubungan dengan 

ini, Disbudparpora berupaya untuk 

memfasilitasi para pelaku jikalau 

terdapat kegiatan pameran 

kreativitas maupun membawa 

produk ke luar daerah. Sistemnya, 

produk yang dimiliki diajukan 

kepada Disbudparpora untuk 

diseleksi terlebih dahulu hingga 

dipilih yang memenuhi syarat. 

Menurut Diva (2009), pemerintah 

harus menyediakan pemenuhan 

kebutuhan dan fasilitas para pelaku 

kriya seperti pelatihan dan 

pemberian bantuan berupa subsidi 

barang maupun jasa serta 

membantu dalam mendapatkan 

akses ke pembiayaan/permodalan. 

Namun, pada Desa Wisata 

Plunturan masih belum menerima 

fasilitas maupun bantuan 

permodalan dikarenakan terdapat 

kendala dalam hal pengajuan 

Disbudparpora untuk ikutserta 

dalam kegiatan yang 

diselenggarakan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Peran 

Disbudparpora dalam hal Fasilitator 

untuk pengembangan kriya di Desa 

Wisata Plunturan masih sangat 

minim. 

b. Regulator 

 Peran Disbudparpora sebagai 

Regulator yaitu membuat kebijakan 

atau peraturan yang mempermudah 

jalannya suatu usaha ekonomi 

kreatif sub sektor kriya serta melihat 

kemampuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan kualitas dari 

produk kriya. Usaha yang sudah 

dilaksanakan oleh Disbudparpora 

yaitu menerbitkan perizinan untuk 

penangkaran merak melalui SK 

Bupati untuk memudahkan para 

pengrajin dadak merak. Namun 

kemampuan Disbudparpora untuk 

untuk meningkatkan produktivitas 

dan kualitas masih minim 

dikarenakan pelaku kriya merasa 

Disbudparpora belum melakukan 

apa-apa, dalam hal ini disebutkan 

bahwa indikator dari peran 

Pemerintah Daerah sebagai 

Regulator yaitu mampu 

meningkatkan mutu dan kualitas 

hasil usaha ekonomi kreatif (Riska 

Firdaus 2020) masih belum optimal. 

 Pelaku kriya merasa terbantu 

dengan adanya pembinaan dari 

Akademisi untuk produk yang 

dibuat karena dibantu dalam hal 

pengemasan produk hingga 

pemasarannya untuk menjamin 

produktivitas dan kualitasnya. 

c. Katalisator 

Sebagai Katalisator, Peran 

Disbudparpora yaitu menjalin 

koordinasi dan kerjasama antar 

pihak dan memliki kemampuan 

untuk penyuluhan, serta 

mengembangkan pemasaran dalam 

hal pengembangan ekonomi kreatif 

sub sektor kriya. Sesuai yang 

disampaikan oleh Arif dan 

Adhawati (2012), posisi Katalisator 

bagi Pemerintah yaitu mempercepat 

pengembangan potensi yang 

dimiliki desa, berkaitan dengan 

Pemerintah dalam melihat dan 

mengkoordinir langsung faktor-

faktor yang dapat mendorong laju 

perkembangan pembangunan. 

Dalam hal ini, peran Disbudparpora 

masih belum mencapai tingkat 

optimal dikarenakan terkendala 

perihal koordinasi. Dimana 

Disbudparpora dan Desa Wisata 

Plunturan belum memiliki 

keterhubungan yang mendalam 

melainkan hanya memiliki 



 

 

 
 

pengetahuan dasar satu sama lain. 

Disbudparpora sedang berusaha 

untuk membangun koordinasi dan 

kerjasama yang lebih erat dengan 

Desa. Tujuannya adalah untuk 

melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan terkait kegiatan yang 

akan diadakan. Perihal pemasaran 

untuk kriya, Disbudparpora 

membantu dalam hal promosi untuk 

keunggulan produk yang dimiliki 

oleh Desa Wisata Plunturan dengan 

mengadakan serangkaian kegiatan 

dari Festival Plunturan yang 

didalamnya akan terdapat pameran 

dari produk-produk kriya untuk 

dikenalkan dan dipasarkan kepada 

para pengunjung. Promosi yang 

dilakukan juga melalui media sosial 

seperti instagram, youtube, website 

resmi dari Disbudparpora. Hal ini 

sesuai dengan indikator yang telah 

dikemukakan oleh (Riska Firdaus, 

2020) yang dimana peran 

Pemerintah sebagai Katalisator 

yaitu mengembangkan sistem 

pemasaran dari sektor ekonomi 

kreatif. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uraian penelitian 

dan pembahasan yang telah telah 

dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Peran Dinas, 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Ponorogo 

dalam Sektor Ekonomi Kreatif Seni 

Pertunjukan dan Kriya di Desa 

Wisata Plunturan yang terbagi atas 

3 bagian diantaranya Fasilitator, 

Regulator, Katalisator yaitu sudah 

ada namun peran yang dijalankan 

belum dapat optimal. Dijelaskan 

lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Seni Pertunjukan 

Sebagai Fasilitator, 

Disbudparpora belum memfasilitasi 

sarana, prasarana maupun 

permodalan untuk kegiatan seni 

pertunjukan di Desa Wisata 

Plunturan. Selain itu, belum ada 

pembinaan yang dilaksanakan oleh 

Disbudparpora dikarenakan masih 

terkendala dalam hal koordinasi 

antar keduanya.  

Sebagai Regulator, peran 

Disbudparpora dalam seni 

pertunjukan yaitu melalui tugas dari 

Bidang Ekonomi Kreatif yang 

sudah ditetapkan di Peraturan 

Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 

2019, bawasannya untuk 

menyiapkan bahan promosi wisata 

dan ekonomi kreatif untuk event-

event regional, nasional, 

internasional. Disbudparpora sudah 

menyiapkan event tahunan pada 

Desa Wisata Plunturan yang 

dinamakan Festival Plunturan 

sebagai ajang promosi, dimana 

didalamnya terdapat pementasan 

dari berbagai seni pertunjukan yang 

dimiliki Desa Wisata Plunturan 

untuk ditampilkan. 

Sebagai Katalisator, 

Disbudparpora masih minim 

melakukan koordinasi dengan Desa 

Wisata Plunturan dalam hal seni 

pertunjukan, dimana terlihat dari 

adanya perbedaan persepsi antar 

keduanya, serta bentuk perhatian 

untuk Desa Wisata Plunturan masih 

belum ada seperti yang ditunjukan 

dengan penghargaan maupun 

capaian dari Desa Wisata Plunturan, 

Disbudparpora belum pernah 

memberikannya. 

 

2. Kriya 

Sebagai Fasilitator, 

Disbudparpora tidak pernah 

memberikan pembinaan kepada 

para pelaku kriya, hingga 

memfasilitasi sarana, prasarana dan 

permodalan untuk produk kriya 

yang ada di Desa Wisata Plunturan. 

Dalam hal ini, masih terdapat 

keluhan dari pelaku bahwa 

mengalami keterbatasan modal 



 

 

 
 

untuk menjalankan usahanya. 

Disbudparpora hanya menerima 

jika terdapat produk yang diajukan 

serta dapat memenuhi syarat untuk 

ikutserta dalam kegiatan pameran 

yang dilaksanakan oleh 

Disbudparpora.  

Sebagai Regulator, 

Disbudparpora telah berupaya 

membantu pelaku kriya di Desa 

Wisata Plunturan dengan cara 

melalui SK Bupati Ponorogo yang 

menerbitkan perizinan untuk 

penangkaran merak, hal ini berguna 

bagi pelaku pengrajin dadak merak 

di Desa Wisata Plunturan. Namun, 

Disbudparpora masih belum 

berperan dalam untuk 

meningkatkan produktivitas dan 

kualitas untuk produk kriya. 

Sebagai Katalisator, koordinasi 

yang terjalin antara Disbudparpora 

dengan Desa Wisata Plunturan 

perihal kriya masih kurang, 

akibatnya masih belum ada 

penyuluhan atau pendampingan 

yang diberikan untuk Desa Wisata 

Plunturan. Disisi lain, dalam hal 

pemasaran Disbudparpora 

membantu publikasi untuk Desa 

Wisata Plunturan dengan cara 

mempromosikan produk-produk 

kriya melalui pameran yang akan 

diselenggarakan di Desa Wisata 

Plunturan. Selain itu, promosi yang 

dilakukan juga memanfaatkan 

sosial media resmi Disbudparpora 

yang berupa instagram, youtube, 

website. 

 

REKOMENDASI 

Berdasarkan data temuan 

lapangan serta hasil penelitian, 

maka rekomendasi yang diberikan 

oleh peneliti terkait Peran Dinas, 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Ponorogo 

dalam Pengembangan Sektor 

Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan 

dan Kriya di Desa Wisata Plunturan 

yaitu sebagai berikut: 

 

1. Seni Pertunjukan 

 

 

2. Kriya 
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